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Penyusunan produk hukum sebagaimana yang telah diketahui 
saat ini lebih banyak menekankan pada aspek legal-drafting. 
Kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi lebih dikedepankan dan kurang 
memperhatikan aspeaspek lain secara lebih komprehensif. Oleh 
karena itu, Regulatory Impact Assessment (RIA) menjadi 
instrumen penting untuk dapat memeriksa dan mengukur 
kemungkinan manfaat dan dampak dalam 
mengimplementasikan kebijakan baik yang berbentuk 
peraturan ataupun non peraturan. Tulisan ini akan menganalisis 
terkait Bagaimana konsep RIA terhadap perumusan suatu 
kebijakan dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip RIA dalam 
perumusan suatu kebijakan. Tulisan ini merupakan penulisan 
hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan 
perundang-undangan untuk menganalisis penerapan RIA dalam 
merumuskan suatu kebijakan. RIA merupakan metode yang 
bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh positif 
maupun negatif dari regulasi yang sedang diusulkan ataupun 
yang sedang berjalan. RIA juga berfungsi sebagai alat 
pengambilan keputusan yang secara sistematis dan konsisten 
mengkaji pengaruh yang ditimbulkan dari suatu 
kebijakan.Melalui RIA, para perancang kebijakan publik 
mengevaluasi kebijakan yang produktif dan kontraproduktif bagi 
dunia usaha dan kepentingan publik. RIA diharapkan mampu 
menjadi instrumen untuk mengembangkan kebijakan yang 
berorietasi pada kepentingan publik, efektif, kredibel dan 
responsif. 

Kata Kunci : Regulatory Impact Assessment (RIA), perumusan 
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Regulatory Impact Assessment atau disingkat 

menjadi RIA, merupakan suatu metode yang 
digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang 
secara prinsip dapat mengakomodasi langkah-
langkah yang harus dijalakan dalam penyusunan 
suatu aturan. Metode ini mulai popular di awal tahun 
2000- an, dan banyak digunakan di negara-negara 
maju. RIA adalah kerangka analisis mendalam 
terhadap dampak ekonomi dan sosial dari suatu 
kebijakan dan konsultasi dengan para pemangku 
kepentingan (stakeholders). Sebagaimana diketahui, 
saat ini penyusunan produk hukum lebih banyak 
menekankan pada aspek legal drafting. 

RIA bermanfaat membantu pembuat 
kebijakan merumuskan kebijakan secara tepat, baik 
kebijakan yang telah dilaksanakan maupun yang 
masih berupa usulan. RIA membantu para pengambil 
kebijakan untuk memilih alternatif kebibjakan yang 
paling baik secara sosial-politis dan yang paling efisien 
serta mendorong terciptanya reformasi kebijakan 
atau regulasi. 

Dengan menggunakan metode RIA 
diharapkan DPR dapat meningkatkan dukungan 
keahlian terutama terkait dengan penyusunan dan 
pembahasan kebijakan maupun RUU, evaluasi terkait 
pelaksanaan Undang-Undang yang ada dan penilaian 
terhadap kebijakan pemerintah. Metode RIA juga 
dapat memberikan pedoman dalam penyusunan dan 
evaluasi regulasi yang baik dan sebagai suatu metode 
untuk dapat memastikan bahwa regulasi dan 
kebijakan di lingkungan DPR telah melalui tahapan 
yang logis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 
 

 

Hasil: Hasil luaran penelitian ini berpatokan pada 
kriteria luaran dari panduan hibah DIKTI yang 
berbentuk Jurnal Nasional Terakreditasi dan HKI. 
 
 
 
Manfaat: Dengan adanya penelitian ini diharapkan 
secara komprehensif dan mendalam, akan diketahui 
tentang konsep RIA terhadap perumusan suatu 
kebijakan dan tentang penerapan prinsip-prinsip RIA 
dalam perumusan suatu kebijakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum normatif, yaitu penelitian doktrinal 
berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan 
sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan, catatancatatan resmi atau 
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 
putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder 
berupa semua publikasi tentang hakim yang bukan 
merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang 
hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus 
hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan. 
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